PAGE  
5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis keuangan Asia yang bermula sejak pertengahan tahun 1997, terjadi pada saat perekonomian di pasar negara-negara yang sedang berkembang baru berusaha beradaptasi dengan aliran modal global, dan mulai membangun kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pasar. Krisis ini diyakini disebabkan oleh sejumlah faktor. Serangan spekulatif terhadap sejumlah mata uang Asia merupakan pemicu, namun mendalamnya efek penularan dari negara-negara bertetangga sangat menentukan pada saat terjadi arus balik aliran modal. Pada tingkat tertentu, krisis ini menunjukkan buruknya mekanisme pasar dan ketidak-mampuan penelitian resiko oleh para pemberi hutang internasional. Selama pertengahan pertama dekade 1990, pesta pora diantara pemberi hutang membawa arus yang deras masuknya aliran modal ke Asia. Namun pada saat krisis mulai, hal ini segera berbalik menjadi panik dan penarikan besar-besaran modal-modal tersebut.
Untuk memperbaiki kondisi perekonomian, negara-negara yang terkena krisis melaksanakan restrukturisasi dan reformasi ekonomi dan sektor perbankan, sementara fundamental ekonomi diperkuat. Untuk Indonesia, upaya ini merupakan bagian dari syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan internasional yang dimotori oleh International Monetery Fund (IMF), dengan mengikutsertakan sejumlah badan internasional, yaitu World Bank (Bang Dunia), Asian Development Bank (ADB), dan negara-negara kelompok industri maju. Paket bantuan keuangan disediakan sebagai likuiditas untuk mengisi cadangan devisa negara-negara ini agar dapat memenuhi kewajiban-kewajiban finansial jangka pendek.

Ada sejumlah pandangan kritis mengenai resep kebijakan IMF untuk negara-negara penerima bantuan. Jelas bahwa IMF menerapkan paket kebijakan yang hampir sama kepada semua ekonomi regional yang menjadi pusat krisis: Thailand, Indonesia dan Korea Selatan. Sesuai tidaknya satu obat mujarab untuk semua penyakit, bertolak dari asumsi bahwa penyebab krisis selalu pada dasarnya serupa saja. Suatu kesalahan diagnosa akan menyebabkan pemberian resep yang keliru, yang akan menambah biaya penyesuaian dan dalam hal paling buruk, akan mengakibatkan seluruh tindakan tidak efektif.

Hal keseragaman juga terjadi dalam mekanisme penghentian program IMF atau lazim yang disebut exit strategy. Indonesia memilih kebijakan post-program monitoring (PPM) pasca berakhirnya program Extended Fund Facilities (EFF) dari Dana Moneter Internasional (IMF).
 
Sesuai dengan ketentuan internal IMF, Indonesia harus masuk Post program monitoring karena sisa utang yang harus dibayarkan lebih dari 300 persen dari kuota hutang Indonesia. Sisa kewajiban Indonesia kepada IMF saat ini sekitar 9 miliar dollar AS, sementara kuota hutang Indonesia kepada IMF 2,8 miliar dollar AS. Dengan membayar kewajiban sesuai dengan jadwal, Indonesia diharapkan akan melunasi seluruh hutang kepada IMF tahun 2010, sedangkan untuk mencapi kuota, lebih kurang tahun 2007. itu berarti Indonesia mengikuti praktek yang dilaksanakan negara-negara lain yang juga dilanda krisis, seperti Korea Selatan dan Thailand.

Pada sidang tahunan MPR tahun 2002, MPR membuat Ketetapan (Tap) MPR No VI/MPR/ 2002 yang intinya meminta pemerintah tidak memperpanjang program kerjasama dengan IMF. Untuk itu, MPR meminta agar pemerintah mempersiapkan sebaik-baiknya exit plan (rencana untuk mengakhiri) kerjasama tersebut agar tidak menimbulkan keguncangan di bidang moneter. Berdasarkan itu, sidang terbatas kabinet menetapkan empat keputusan. Pertama, pemerintah akan menyelesaikan program kerjasama dengan IMF dalam bentuk letter of intent (LOI) pada akhir tahun 2003, sesuai dengan program dan jadwal waktu yang sedang dijalankan saat ini. Kedua, pemerintah membayar cicilan hutang pokok dan bunga sesuai dengan jadwal dan memasuki post program monitoring seperti lazimnya negara-negara lain setelah mengakhiri program kerjasama dengan IMF. Ketiga, pemerintah hasil Pemilu 2004 dapat menetapkan percepatan pembayaran kembali hutang kepada IMF berdasarkan pertimbangan perekonomian Indonesia di waktu yang akan datang. Dan keempat, pemerintah akan menetapkan sejumlah kebijakan dan program prioritas untuk meneruskan reformasi dan pemulihan ekonomi.
 Untuk pemulihan ekonomi, ada tiga program yang akan dijalankan oleh pemerintah. Pertama, program stabilitas ekonomi makro. Kedua, restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan. Ketiga, peningkatan investasi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Perincian dari sejumlah kebijakan tersebut akan diumumkan oleh pemerintah bersama-sama dengan pengajuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2004. Karena keputusan memilih opsi PPM dan membayar sesuai dengan jadwal akan berdampak pada RAPBN tahun 2004.
Pertimbangan sidang kabinet memilih PPM sebagai opsi pengakhiran program IMF karena PPM dinilai opsi yang terbaik. Setidaknya ada empat keuntungan yang bisa dimanfaatkan pemerintah dengan keputusan memilih opsi PPM daripada tiga opsi lain. Banyak pihak yang mengakui bahwa exit strategy yang dapat diambil tidak harus PPM karena keyakinan bahwa opsi tersebut muncul hanya karena pemerintah takut kondisi perekonomian pasca-IMF menjadi lebih buruk. 
Pemerintah khawatir akan adanya kemerosotan fiskal secara mendadak. Padahal pilihan pemerintah untuk menggunakan PPM, menyebabkan ketergantungan Indonesia terhadap hutang luar negeri dan IMF semakin besar. PPM hanya memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek karena dalam jangka menengah dan panjang lebih banyak menimbulkan kerugian, yaitu hilangnya potensi untuk mempercepat kebangkitan ekonomi.

Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pola ketergantungan Indonesia kepada IMF setelah dikeluarkannya keputusan mengakhiri program kerjasama pemulihan ekonomi, berkaitan dengan wacana neoliberalisme dan fenomena kapitalisme yang mengglobal dalam hubungan internasional. Berdasarkan hal-hal diatas, penulis berusaha memaparkannya dalam sebuah penelitian dengan judul: 
PENGARUH KAPITALISME GLOBAL TERHADAP KETER-GANTUNGAN INDONESIA KEPADA INTERNATIONAL MONETERY FUND (IMF): SUATU TINJAUAN ANALITIS PERKAITAN PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA DALAM SKEMA POST PROGRAM MONITORING (PPM) 2003-2004.

Pemilihan tema ini sebagai obyek penelitian, diharapkan dapat menambah pemahaman peneliti sebagai penstudi hubungan internasional mengenai pola interaksi yang terjadi antara aktor-aktor internasional. Pentingnya penelitian ini dalam pembelajaran peneliti karena berkaitan dengan beberapa matakuliah pokok dalam studi hubungan internasional, yaitu:
1. Ekonomi Politik Internasional, pada penelitian ini akan diamati bagaimana hubungan ekonomi antara dua aktor internasional, Indonesia dan IMF, terutama mengenai ketergantungan Indonesia pada IMF pasca berakhirnya program kerjasama pemulihan ekonomi.

2. Ekonomi Internasional, ada tiga bentuk hubungan dalam ekonomi internasional, yaitu: perdagangan internasional, investasi (tenaga kerja, teknologi, dan kewiraswastaan), dan pinjaman/bantuan luar negeri yang bisa berbentuk pinjaman (loan) atau hibah (grant). Penelitian ini akan berfokus pada pinjaman (hutang) luar negeri Indonesia kepada IMF.
3. Organisasi dan Administrasi Internasional yang membahas tentang sejarah perkembangan, ide, asas, sifat, dan fungsi organisasi internasional sebagai salah satu bentuk kerjasama internasional, peranan, serta karakter organisasi internasional dalam masyarakat internasional. Dalam penelitian ini akan membahas International Monetary Fund (IMF).

4. Teori Hubungan Internasional yang merangkum serta memberikan arti organisasi dan sistemik terhadap keseluruhan pengetahuan studi Hubungan Internasional yang digunakan dalam penelitian ini.
Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi Politik sebagai core subject Studi Hubungan Internasional


Hakikat ekonomi politik menurut Robert Gilpin adalah teori-teori evolusi sosial yang didalamnya inti dinamika ekonomi dihubungkan secara sistematis dengan perubahan-perubahan sosial politik dan pada saatnya akan memberi umpan balik kepada ekonomi itu sendiri. Hubungan kausalitas adalah negara dan pasar ialah dalam hal kepentingan satu sama lain berupa kebijakan pemerintah (politis) yang berkaitan langsung dengan kepentingan pasar (ekonomis).

Ekonomi-Politik adalah merupakan suatu kesatuan pembahasan, bukan merupakan gabungan antara kata “politik” dengan “ekonomi” melainkan merupakan bagian irisan antara ruang lingkup ilmu dalam bidang kehidupan yang berkaitan dengan aspek politik dan ekonomi yang dalam bahasa Inggris disebut “political-economy”. Ekonomi-politik adalah hasil interaksi antara kajian ekonomi dengan kajian politik, yang mempertimbangkan serta dipengaruhi oleh kondisi mekanisme pasar (unsur ekonomi) dan kondisi kehidupan sosial masyarakat serta pola kebijakan pemerintah (unsur politik) yang satu sama lain saling berinteraksi pula. Ekonomi-politik merupakan bidang kaji kontemporer yang baru berkembang pada tahun 1930-an setelah terjadinya depresi ekonomi. Sedangkan perkembangannya sebagai suatu disiplin keilmuan atau sub disiplin ilmu baru dimulai pada tahun 1970-an. Ekonomi-politik bertumpu pada telaahan secara politik serta berdasar pada konsep dan dalil pada ilmu politik, dalam menelaah aspek-aspek ekonomi. Atau dengan kata lain, merupakan aspek-aspek ekonomi yang dipelajari dan ditelaah dari tinjauan atau sudut pandang ilmu politik.

Ekonomi politik internasional​​​​​
 adalah label untuk suatu cara berfikir dan menganalisa hubungan internsional yang menyatukan dua interkoneksi. Satu interkoneksi adalah bahwa politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan, politik hanya bisa dimengerti jika politik dipertimbangkan. Politik membangun ekonomi dan pada saat yang sama ekonomi membangun politik. Interkoneksi yang lain adalah bahwa dalam ekonomi politik internasional pembedaan antara apa yang internasional (di luar negara) dan apa yang nasional (di dalam negara) tidak lagi valid. Luasnya interdepedensi (saling ketergantungan tapi tidak selalu seimbang) yang diciptakan melalui proses ekonomi trasnasional dan proses globalisasi telah secara efektif menyatukan masyarakat dan ekonomi nasional pada batas ketika tidak satupun kebijakan nasional secara murni ‘domestik’.

Ketimpangan dalam Struktur Sistem Internasional


Hubungan internasional pada dasarnya timbul akibat interaksi internasional baik yang bersifat kerjasama maupun konflik dalam arena internasional. Dalam wacana hubungan internasional kontemporer, khususnya yang terkait dengan interaksi antara aktor-aktor hubungan internasional dalam pandangan kaum globalis, masih ditandai dengan adanya ketimpangan dalam struktur sistem internasional yang menjadi permasalahan yang cukup serius. Hal ini ditandai dengan kondisi imperealisme maupun kolonialisme yang melandasi secara signifikan dalam hal kepemilikan dan distribusi kapabilitas yang tidak berimbang dalam bentuk hubungan dominasi maupun hegemoni yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap perubahan kebijakan domestik suatu negara yang berada dalam posisi subordinasi.

Hubungan internasional seharusnya merupakan sebuah komunitas internasional yang terhindar dari ketidakmerataan dan dominasi aktor yang satu terhadap yang lain. IMF sebagai lembaga keuangan internasional memiliki peran dalam memfasilitasi kepentingan-kepentingan negara maju yang menjadi anggotanya. Asumsi bahwa IMF mewakili kepentingan-kepentingan negara maju terlihat dalam paket kebijakan struktural sebagai prasyarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia sebagai negara penghutang.

Hubungan internasional dan IMF dapat digolongkan pada hubungan yang dominatif karena sebagai lembaga moneter internasional, IMF memiliki kewenangan untuk bertindak represif jika negara penghutang tidak memenuhi ketentuan yang biasanya tercantum dalam Letter of intent (LoI). Secara struktural hubungan Indonesia-IMF menempatkan Indonesia pada posisi subordinasi, maka IMF melalui instrumen LoI dan kebijakan penyesuaian strukturalnya menekan Indonesia untuk melakukan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai prasyarat penerimaan hutang.

Sebagai lembaga pemberi hutang, IMF melancarkan berbagai tekanan kepada negara penghutang untuk menentukan resep kebijakan pemulihan ekonominya dijalankan secara benar. Campur tangan IMF dalam kebijakan domestik tampak dalam penempatan sejumlah pakar dan tim pengawas pada hampir setiap lembaga pemerintah yang sedang menjalani ‘perawatan’. IMF dengan proyek penyesuaian strukturalnya ternyata lebih asertif dalam isu-isu politis daripada perbaiki perekonomian negara penghutang.
 Penyesuaian struktural pada dasarnya adalah penyesuaian negara yang bersangkutan agar lebih berorientasi dan berintegrasi ke dalam sistem pasar kapitalis dunia yang semakin dominan.
B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah


Kebijakan hutang luar negeri Indonesia dapat dikatakan merupakan salah satu pilar penting dari pembangunan ekonomi Indonesia. Hutang luar negeri adalah elemen utama dan bukan pelengkap pembangunan. Ada tiga elemen utama pembangunan ekonomi Indonesia, yang pertama adalah minyak, kedua adalah hasil hutan, terutama kayu dan ketiga adalah hutang luar negeri APBN secara keseluruhan, yaitu angaran rutin digabung dengan anggaran pembangunan selalu defisit, defisit ini lalu ditutup dengan hutang luar negeri.  Dengan hutang luar negeri ini seluruh anggaran menjadi berimbang.  Anggaran yang dinamis dan berimbang tercantum di dalam APBN sepanjang masa. Sampai pada periode paruh pertama tahun 1997, perekonomian Indonesia menunjukan kinerja yang cukup baik yang ditandai dengan menguatnya beberapa indikator makro ekonomi.  

Perekonomian Indonesia kemudian mengalami perubahan mendadak setelah pada pertengahan tahun 1997 terjadi guncangan pasca valuta asing di Thailand kemudian menjalar ke pasar valuta asing negara-negara lain termasuk Indonesia melalui efek penularan (contagion effect).  Pada akhir periode 1997, depresiasi real nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai angka 68,7%.  Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tersebut tentunya berdampak negatif terhadap posisi neraca pembayaran, terutama karena jumlah utang luar negeri makin membengkak dimana pada tahun 1997 total stok utang luar negeri secara real telah mencapai 64,2% GDP dan membengkak menjadi 95,3% GDP.
Pada saat keseimbangan eksternal terganggu, terjadi pula ketidakseimbangan internal.  Kenaikan harga barang-barang serta merta memperbesar  angka inflasi.  Pada akhir tahun 1997 angka inflasi mencapai 11,1% per tahun dan terus meningkat hingga mencapai 77,6% per tahun pada tahun berikutnya.  Dalam kasus Indonesia, krisis nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar, terus menular ke sektor-sektor lainnya hingga menimbulkan krisis ekonomi.  Pada akhir tahun 1997, pertumbuhan ekonomi tahunan ( PDB riil ) tercatat sebesar 4,7% sedang pada akhir tahun 1998 turun sebesar 13,2%.

Untuk memperbaiki kondisi perekonomian secara eksternal dan internal pemerintah meminta bantuan Internasional Monetary Fund (IMF).  Bantuan yang diberikan oleh IMF mencakup bantuan teknis dan bantuan dana yang tujuannya adalah mencapai stabilitas inflasi dan defisit anggaran.  Dengan masuknya IMF, diharapkan langkah kebijaksanaan pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi semakin terarah dan tidak hanya menekankan pada  kebijaksanaan moneter, tetapi juga kebijakasanaan fiskal, dan yang terpenting adalah kebijaksanaan sektor riil melalui penyesuaian secara struktural (structural adjustments).
Model Pembangunan ekonomi yang konstan sejak tahun 1996 dengan hutang luar negeri sebagai andalan, menjadikan hutang luar negeri sangat terstruktur dalam kehidupan ekonomi kita.  Fluktuasi nilai tukar rupiah menyebabkan pembayaran hutang luar negeri semakin terasa berat.  Peningkatan hutang luar negeri dipengaruhi oleh penyusunan RAPBN.  APBN kita selalu adalah bahwa pemasukan rutin lebih besar daripada pengeluaran rutin, yang selisih positifnya disebut ‘tabungan pemerintah’.  Tetapi pada prakteknya anggaran pembangunan selalu lebih besar dari tabungan pemerintah sehingga terjadi defisit.  Defisit ini lalu ditutup oleh pinjaman luar negeri.

Penerimaan pinjaman luar negeri dari IMF, Bank Dunia maupun negara-negara lain, diikuti oleh syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Peningkatan hutang luar negeri juga mengakibatkan peningkatan tingkat ketergantungan Indonesia terhadap pihak asing. Syarat-syarat yang diajukan sangat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Campur tangan pihak asing dalam hal pembuatan kebijakan sebenarnya sangat merisaukan. Karena bisa jadi hal ini mengancam kedaulatan negara dan memungkinkan untuk terjadinya imperealisme ekonomi.

Semakin membaiknya penampilan ekonomi Indonesia yang ditunjukkan oleh keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan program reformasi ekonomi dan semakin banyaknya tuntutan domestik untuk segera mengakhiri program kerjasama dengan IMF, membuat pemerintah akhirnya memutuskan untuk membayar kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman kepada Dana Moneter Internasional sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan memasuki program pengawasan pasca kerjasama dengan IMF.
Argumentasi yang menyatakan PPM sebagai opsi terbaik dianggap sebagian kalangan terlalu berlebihan sehingga menyebabkan timbulnya pro dan kontra. Adanya anggapan bahwa PPM dapat digunakan untuk membeli kepercayaan
 dengan adanya cadangan devisa yang kuat sebesar 34 miliar dollar AS itu. Akan tetapi, pasar tahu bahwa 34 miliar dollar AS itu tidak bisa disebut cadangan karena di dalam itu terdapat 9 miliar dollar AS pinjaman IMF. Sembilan miliar dollar AS itu berbunga, dan mahal. Menurut Kwik Kian Gie, opsi pengakhiran program IMF yang paling tepat adalah membayar lunas semua pinjaman IMF sekaligus. Kwik tidak setuju dengan opsi PPM, karena pinjaman IMF yang ditempatkan sebagai second line of defence (pertahanan baris kedua) dalam cadangan devisa dinilai tidak bermanfaat. Sebaliknya, bunga atas pinjaman IMF itu justru membebani pemerintah
.
Sebelumnya, pemerintah memiliki empat opsi untuk mengakhiri program IMF, yaitu memperpanjang program kerjasama dengan IMF, PPM, membayar lunas sekaligus seluruh utang kepada IMF atau sampai dengan kuota (batas minimal), dan opsi precautionary stand by arrangement (SBA).
 Dengan memilih opsi PPM sebagai exit strategy, pemerintah Indonesia harus membuat program-program yang nantinya dikonsultasikan dengan IMF. Program-program ini nantinya harus difokuskan pada tiga hal. Pertama, apakah program yang dibuat telah menjawab persoalan kesinambungan fiscal (fiscal sustainability)? Kedua, apakah program tersebut menjawab persoalan perbankan? Ketiga, apakah program tersebut mampu menjawab persoalan di sektor riil?
2. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini akan dibatasi pada aspek ekonomi politik, yaitu ketergantungan Indonesia kepada IMF pasca kerjasama pemulihan ekonomi dalam skema PPM 2003-2004. Penelitian akan dibatasi pada dua variabel, yaitu variabel ketergantungan Indonesia pada IMF pasca PPM sebagai variabel dependen, sedangkan kapitalisme global variabel independen
. 

Penelitian ini berusaha meneliti fenomena kapitalisme global yang mempengaruhi ketergantungan Indonesia kepada lembaga moneter internasional pasca kerjasama pemulihan ekonomi. Analisis dilakukan dengan mengamati bagaimana operasi kapitalisme yang mengglobal tidak memungkinkan suatu negara memiliki referensi sistem perekonomian alternatif dalam capitalist world system. Kondisi ini menciptakan ketergantungan yang susah diakhiri oleh negara-negara berkembang terutama bagi Indonesia yang belum memiliki konsep perekonomian yang jelas dan sustainable pasca kemunduran yang terjadi karena krisis ekonomi.
3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana pengaruh kapitalisme global terhadap ketergantungan Indonesia kepada IMF pasca kerjasama pemulihan ekonomi Indonesia dalam skema PPM 2003-2004?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan arah kebijakan ekonomi politik Indonesia setelah PPM, sebagai exit strategy yang dipilih pemerintah Indonesia untuk mengakhiri kerjasama pemulihan ekonomi Indonesia dengan IMF mengikuti jejak Thailand dan Korea Selatan sebagai negara-negara yang menderita dampak terparah dari krisis Asia 1997.

Melalui pemaparan ini akan dilihat implikasi kebijakan neoliberal yang terejawantahkan dalam suatu fenomena kapitalisme global yang tidak membantu Indonesia mengakhiri ketergantungan Indonesia pada pihak asing – IMF pada khususnya – pasca krisis ekonomi. Juga akan dipaparkan bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia dibuat dalam bentuk kebijakan neoliberal yang lebih dimaksudkan untuk mengakomodir kepentingan kapitalisme global dengan memarginalkan kepentingan rakyat.
2. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian terhadap pengaruh kapitalisme global terhadap ketergantungan Indonesia kepada IMF pasca kerjasama pemulihan ekonomi PPM, peneliti mendapat kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang diperoleh selama menjalani perkuliahan studi Hubungan Internasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan peneliti dan penstudi Hubungan Internasional untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang ketergantungan Indonesia kepada IMF setelah berakhirnya krisis ekonomi.
D. Kerangka Pemikiran

1. Pendekatan
 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah globalisme. Globalisme cenderung berkonsentrasi pada pertanyaan mengapa sangat banyak negara Dunia Ketiga di Amerika Latin, Afrika, dan asia tidak dapat membangun. Globalisme terutama paling tepat bagi mereka yang melihat capitalist world- system
 sebagai titik awalnya atau mereka yang memfokuskan pada hubungan ketergantungan dalam ekonomi politik global.
 
World capitalist economy adalah suatu perkembangan yang tidak seimbang dan telah mengakibatkan adanya suatu hirarkhi core (pusat), semi-periphery (semi-periferi) dan periphery (periferi). Negara-negara seperti Amerika Utara, Jepang dan negara-negara Eropa Barat dapat disebut sebagai negara core yang diidentifikasikan sebagai negara dengan pemerintahan pusat yang kuat, pasukan militer yang besar, dan memiliki tingkat kemakmuran yang sangat tinggi. Selain itu, mereka memiliki modal yang sangat besar dan telah mampu memainkan modal mereka tersebut kedalam bidang-bidang tertentu untuk mencapai kepentingan nasional dan meningkatkan perekonomian mereka. Berbeda halnya dengan negara-negara periferi (negara dunia ketiga / third world), negara di kawasan ini diidentifikasikan sebagai negara dengan pemerintahan pusat yang lemah, dan perekonomian mereka bergantung pada ekspor bahan-bahan mentah mereka ke negara-negara pusat. Selain itu, negara-negara ini memiliki kekurangan dan keterbatasan pada sumber daya alam, sumber daya manusia dan terlebih lagi pada modal dan hal ini menyebabkan ketergantungan kepada negara pusat. Kawasan semi-periferi dapat disebut sebagai daerah eksternal. Negara-negara semi-periferi merupakan negara yang juga secara geografis terletak pada kawasan pusat, tetapi mengalami proses penurunan secara relatif atau peningkatan ekonomi negara-negara yang terletak di kawasan periferi
. 
Capitalist world-economy yang dibayangkan Wallerstein adalah sebuah sistem dinamis yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Walaupun begitu dalam dinamika sistem ini, daerah pusat jelas selalu diuntungkan oleh pengaturan ini. Melalui keuntungan yang sangat besar yang didapatkan dari perdagangan internasional dan pertukaran barang jadi untuk barang mentah dari periferi, pusat memperkaya diri atas kerugian perekonomian periferi.
Globalisme memiliki empat asumsi dasar. Pertama, adalah penting untuk memahami konteks global dimana negara dan entitas lainnya berinteraksi. Untuk menjelaskan perilaku di setiap level analisis – individu, birokasi, masyarakat, negara harus memahami terlebih dahulu struktur keseluruhan dari sistem global dimana perilaku-perilaku tersebut terjadi. Kedua analisis sejarah adalah suatu hal yang penting dalam memahami sistem internasional. Dengan melacak evolusi sejarah kita akan mengerti struktur yang ada sekarang. Faktor sejarah dan karakteristik utama sistem ini adalah kapitalisme. Sistem ekonomi ini bekerja untuk menguntungkan sebagian individu, negara atau masyarakat dengan merugikan sebagian yang lain. Ketiga, globalisme mengasumsikan bahwa ada mekanisme dominasi yang menghambat negara dunia ketiga berkembang dan hal ini menyebabkan pembangunan yang tidak mereta di seluruh dunia. Dan yang terakhir, faktor ekonomi sangat penting dalam menjelaskan evolusi dan fungsi world capitalist system dan menempatkan negara dunia ketiga pada posisi subordinat.
Globalisme terpengaruh secara langsung maupun tidak langsung oleh karya Karl Marx (1818-1883). Karya Marx menyangkut proses pertumbuhan sejarah umat manusia dan gerakan menuju realisasi diri dalam mayarakat yang disebut Komunis. Anilisis kapitalisme Marx mempengaruhi globalisme dalam tiga cara. Pertama atas eksploitasi mayoritas oleh minoritas. Kedua, menurut marx kapitalisme memiliki kualitas semacam hukum dalam perkembangan dan ekspansinya, 
 dimana kapitalisme adalah bagian dari proses dialektis sejarah dunia, sebuah sistem ekonomi dengan kontradiksi yang sangat dapat diselesaikan dengan transformasi menuju mode produksi sosialis. Ketiga, Marx berkeras bahwa masyarakat harus dipelajari secara keseluruhan, dengan kesadaran bagaimana berbagai bagian dari masyarakat saling berkaitan.

Dalam khasanah wacana alternatif, globalisasi dipandang sebagai perjalanan historis kapitalisme mulai dari proses kolonialisasi, pembangunanisme dan kini era globalisasi. Globalisasi ekonomi dibakukan dalam “Whasington Consensus” yang tidak lain dari panduan
 mengembangkan self-regulating market bagi seluruh negara di dunia. Globalisasi ekonomi menjadi sesuatu yang tidak dapat dibendung ketika IMF dan World Bank mengekspor Whasington consensus ke negara-negara berkembang melalui struktural adjustment yang pada akhirnya menjelma menjadi ekspansi pasar bebas di seluruh dunia dan segala aspek kehidupan, melalui pendalaman kapitalisme dan komodifikasi di sektor perdagangan, produksi, dan finansial.
 
Bersamaan dengan terjadinya globalisasi pasar keuangan yang demikian pesat, pemerintah dan swasta di Indonesia secara bersama-sama memprakarsai globalisasi ekonomi pasar dan ketika krisis moneter menimpa Thailand pada pertengahan tahun 1997, selaku bagian dari pasar keuangan internasional lembaga keuangan Indonesia, terutama perbankan, tidak dapat mengisolasi diri. Krisis moneter yang dipicu oleh anjloknya nilai rupiah menyusul krisis moneter di Thailand telah menyebabkan ekonomi Indonesia semakin terbuka bagi pihak asing. Indonesia harus menjalankan ekonomi dengan “resep” yang disebut dengan LOI (letter of intent), yakni surat pengakuan bahwa Indonesia akan menjalankan serangkaian program pemulihan ekonomi yang sesuai dengan agenda kapitalisme.

2. Kerangka Konseptual

Hubungan antar aktor dalam sistem internasional, baik antar aktor negara maupun aktor non negara, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi di dalam organisasi internasional, dan lain-lain. Dalam melakukan hubungan, setiap aktor selalu berusaha untuk menerapkan strategi yang tepat dan mengambil kebijakan yang benar agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Diskusi tentang kekuasaan dalam studi hubungan internasional selalu menimbulkan kesan bahwa masalah-masalah dunia hanya berkaitan dengan konflik dan kesiagaan militer. Namun, sebenarnya interaksi utama antara pemerintah dan antara bangsa adalah ekonomi
. 
Dalam wacana hubungan internasional kontemporer, khususnya yang terkait dengan interaksi antara aktor-aktor hubungan internasional dalam pandangan kaum globalis, masih ditandai dengan adanya ketimpangan dalam struktur sistem internasional yang menjadi permasalahan yang cukup serius
. 
Teori dependensi beserta perubahan-perubahannya yang berkaitan dengan world system theory, mula-mula muncul sebagai reaksi Dunia ketiga terhadap negara-negara maju karena timbulnya keterbelakangan yang kronis dan berkelanjutan serta ketergantungan yang sulit diatasi karena intervensi kapital, dan pinjaman luar negeri yang mengikat erat.
Pinjaman luar negeri menimbulkan hutang bagi negara berkembang / miskin dan mereka mempunyai kesulitan untuk membayarnya. Mereka harus merestrukturisasi ekonomi negaranya agar dapat membayar hutangnya daripada untuk mensejahterakan penduduknya. Banyak negara berkembang mendapatkan pinjaman melalui bank-bank swasta namun sebenarnya hutang tersebut menimbulkan efek yang sama merugikannya dengan hutang pemerintah yang berupa bantuan luar negeri.

Banyak negara berkembang mendapatkan dana pembangunannya dengan pinjaman dari organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Pinjaman yang diberikan oleh IMF maupun Bank Dunia diikuti oleh persyaratan-  persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara-negara penerima pinjaman. Seperti menghapuskan kontrol impor, mendevaluasi devisanya, mengurangi pengeluaran pemerintah, mengontrol kenaikan upah, dan membebaskan penanaman modal asing. Hal ini memperlihatkan bagaimana pinjaman luar negeri dapat berfungsi sebagai bentuk dari kontrol politik negara maju terhadap negara berkembang.

Indonesia dalam hubungan dengan IMF didasari oleh kebutuhan dana pelaksanaan pembangunan. Seperti kelaziman negara berkembang, dana investasi yang dihimpun baik langsung, portfolio maupun melalui kredit perbankan  dialokasikan pada sektor industri yang diasumsikan memiliki akslerasi yang relatif cepat untuk mendongkrak perekonomian
.
Bagi Indonesia, posisi hutang luar negeri saat ini merupakan akumulasi dari kebijakan fiskal dan moneter yang dirancang secara serampangan oleh para teknokrat ekonom pada saat itu serta dilaksanakan secara boros oleh birokasi. Akhirnya kebijakan hutang luar negeri pun menjadi agenda rutin di dalam APBN yang akhirnya menjadi candu ketergantungan yang pada awalnya cukup menjanjikan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sebagai konsekuensi langsung suntikan modal dari luar.
Indonesia saat ini mengalami situasi yang didefinisikan sebagai Fisher Paradox
 dalam keterkaitannya dengan hutang luar negeri, yaitu situasi dimana semakin banyak cicilan hutang luar negeri dilakukan semakin besar akumulasi hutang luar negerinya. Ini diakibatkan cicilan plus bunga secara substansial dibiayai oleh hutang baru, karena nilai cicilan plus bunga hutang luar negeri lebih besar dari nilai hutang baru
.
Sebagai dokter pemulihan ekonomi, IMF malancarkan bebagai tekanan kepada negara penghutang untuk memastikan resep kebijakan pemulihan ekonominya dijalankan secara benar. Campur tangan IMF dalam kebijakan domestik Indonesia juga tampak dalam penempatan sejumlah pakar dan tim pengawas pada hampir setiap lembaga pemerintah yang sedang menjalani ‘perawatan’. IMF dengan proyek penyesuaian strukturalnya ternyata lebih asertif dalam isu-isu politis daripada memperbaiki perekonomian terhadap negara-negara penghutang.
 Penyesuaian struktural pada dasarnya adalah penyesuaian negara yang bersangkutan agar lebih berorientasi dan berintegrasi ke dalam sistem pasar dunia yang berarti harus menyesuaikan diri dengan sistem pasar kapitalis dunia yang dominan.
Sejarah campur tangan IMF dalam manajemen ekonomi Indonesia ditandai dengan pasang surutnya hubungan dua pihak yang banyak ditandai dengan friksi dan ketegangan. Kehadiran IMF adalah sebuah ‘fait a compli’ bagi kedua belah pihak. Sistem finansial internasional yang didominasi oleh paradigma neoliberal tidak memungkinkan kehadiran sosok alternatif non IMF jika situasi keterpurukan ekonomi suatu negara berada pada titik yang paling rendah seperti yang dialami oleh Indonesia.

Hubungan internasional seharusnya merupakan sebuah komunitas internasional yang terhindar dari ketidakmerataan dan dominasi aktor yang satu terhadap yang lain. IMF sebagai lembaga keuangan internasional memiliki peran dalam memfasilitasi kepentingan-kepentingan negara maju yang menjadi anggotanya. Asumsi bahwa IMF mewakili kepentingan-kepentingan negara maju terlihat dalam paket kebijakan struktural sebagi prasyarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia sebagai negara penghutang.

Hubungan dominasi kerap menggambarkan karakteristik posisi yang lebih unggul dari negara tertentu
, tekanan dan penggunaan instrumen tertentu kerap digunakan dalam hubungan dominasi untuk menekan pihak lain agar mengikuti kehendak pihak yang lebih kuat.

Hubungan Indonesia dan IMF dapat digolongkan pada hubungan yang dominatif karena sebagai lembaga moneter internasional, IMF memiliki kewenangan untuk bertindak represif jika negara penghutang tidak memenuhi ketentuan yang biasanya tercantum dalam Letter of Intent (LoI). Secara struktural hubungan Indonesia-IMF menempatkan Indonesia dalam posisi subordinasi, maka IMF melalui instrumen LoI dan kebijakan penyesuaian strukturalnya menekan Indonesia untuk melakukan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai prasyarat penerima hutang. 
Dalam melihat respon negara berkembang, tekanan yang dilakukan negara maju ataupun sebuah institusi moneter internasional ditentukan oleh faktor kerentanan (vulneralability) yang dimiliki oleh negara berkembang. Negara berkembang memiliki kerentanan terhadap kekuatan eksternal yang kualitasnya dapat dijelaskan dari seberapa besar bantuan yang diperlukan dengan yang diterimanya. Dari segi ekonomi Holsti
 melihat bahwa peluang-peluang ekonomi yang terejawantahkan dalam berbagai interaksi menimbulkan kerentanan.
Adapun asumsi-asumsi dasar yang bisa dijelaskan berkaitan dengan Kapitalisme Global dalam hubungannya dengan ketergantungan Indonesia terhadap IMF yaitu ada 4 asumsi:

1. Penting untuk memahami konteks Kapitalisme Global dimana negara dan entitas lainnya berinteraksi.
2. Analisis  sejarah adalah suatu hal yang penting dalam memahami sistem, internasional. Dengan melacak evolusi sejarah kita akan mengerti struktur yang ada sekarang.
3. Kapitalisme Global mengasumsikan bahwa ada mekanisme dominasi yang menghambat negara dunia ketiga berkembang dan hal ini menyebabkan pembangunan yang tidak merata di seluruh dunia termasuk Indonesia.
4. Faktor ekonomi yang sangat penting menjelaskan evolusi dan fungsi world capitalist system dan menempatkan Indonesia ke dalam kondisi ketergantungan pada IMF.
3. Skema Kerangka Konseptual
Bagan 1.1 Skema Kerangka Konseptual
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4. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Kapitalisme global yang menuntut keseragaman perekonomian negara-negara dalam bentuk liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi terus melanggengkan ketergantungan Indonesia kepada IMF bahkan setelah berakhirnya kerjasama pemulihan ekonomi dalam skema Post Program Monitoring (PPM): 2003-2004.

5. Operasionalisasi Variabel 
Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel

	Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)
	Indikator            (Empirik)   
	Verifikasi           (Analisis)

	Variabel Bebas: Kapitalisme Global yang menuntut keseragaman perekonomian dalam bentuk Liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi
	1.  Adanya pengaruh dominan Kapitalisme Global

2.  Adanya Kapitalisme Global dalam Perekonomian Indonesia  

3.  Munculnya Paket Kebijakan Neoliberal


	1. Kuatnya Dominasi Kapitalisme membuat negara-negara Asia banyak jatuh terpuruk akibat krisis ekonomi tahun 1997.
2. Indonesia termasuk negara yang paling jatuh terpuruk dengan jatuhnya nilai tukar rupiah akibat menguatnya dolar.
3. Salah satu strategi untuk memaksakan agenda neoliberal ialah menyertakan persyaratan pemberian hutang yang dikenal dengan nama structural adjustment programme.
 

	Variabel Terikat:

Terus melanggengkan ketergantungan Indonesia kepada IMF bahkan setelah berakhirnya kerjasama pemulihan ekonomi dalam skema PPM
	4.  Adanya Pengaruh Krisis Ekonomi Asia terhadap Perekonomian Indonesia

5.  PPM sebagai exit strategy program kerjasama pemulihan ekonomi Indonesia-IMF
6.  Munculnya ketergantungan hutang luar negeri Indonesia kepada IMF bahkan setelah berakhirnya kerjasama pemulihan ekonomi dalam skema PPM 
	4. Indonesia memulai kerjasama dengan IMF 5 November 1997 mendapat pinjaman siaga (sba) dengan pinjaman US$ 11,673miliar, dan dicairkan US$ 5,136miliar.  Program ini berakhir agustus 1998.  Kemudian pendanaan diperluas (EFF) tahap I, pinjaman US$ 7,536 miliar dan terealisasi US$ 5,315 miliar. EFF I berakhir 4 feb 2000. Lalu, dilanjutkan lagi EFF II dengan platfon US$ 5,093 miliar dan baru di cairkan US$ 3,647 miliar.  EFF II akan berakhir 31 Desember 2003.
5. PPM dianggap opsi yang paling minim resiko dibanding opsi yang lain
6. Setelah berakhirnya PPM Indonesia masih tetap ketergantungan kepada hutang luar negeri karena memang Indonesia belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi yang berlarut-larut 



Untuk keperluan pengujian hipotesis, maka akan diberikan operasionalisasi variabel dari Indikator-indikator yang ada dalam hipotesis.
Pengaruh yang dibahas banyak pakar dapat dipakai secara kontekstual dengan obyek dan subyeknya. Misalnya bahwa, pengaruh sebagai aspek kekuatan yang pada prinsipnya merupakan alat untuk mencapai sasaran atau tujuan yang direncanakan. Pengaruh dapat pula menunjukan kepada setiap bentuk efek yang dapat menimbulkan akibat berupa dampak sebagai perilaku hubungan sebab akibat dari dua atau lebih variabel 

Kapitalisme secara etimologis berasal dari kata caput, yang artinya kepala, kehidupan dan kesejahteraan. Makna modal dalam kapital seharusnya diinterpretasikan sebagai titik kesejahteraan. Dengan makna kesejahteraan, definisi kapital mulai dikembangkan dengan arti akumulasi keuntungan yang diperoleh dalam setiap transaksi ekonomi. Oleh sebab itu, interpretasi awal dari kapitalisme adalah proses pengusahaan kesejahteraan untuk bisa memenuhi kebutuhan. Dalam definisi ini, sebetulnya kapitalisme mempunyai definisi yang konstruktif-manusiawi. Pasti setiap orang mempunyai keinginan dasar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kehidupan sehari-hari.
Akselerasi kapitalisme terpicu oleh timbulnya “revolusi industri”. Kapitalisme mendapatkan piranti kerasnya dalam pencapaian tujuan utamanya, yaitu akumulasi kapital (modal). Industrialisasi di Inggris dan Perancis mendorong adanya industri-industri raksasa. Perkembangan raksasa industri mekanis modern ini memicu kolonialisme dan imperealisme ekonomi. Tidak mengherankan apabila dalam konteks ini terjadi exploitation Phomme par Phomme.
Kapitalisme industri memicu agregasi akumulasi modal bersama yang dikumpulkan melalui pembaruan perusahaan nasional dan multinasional. Dalam fase ini, kapitalisme bukan semata lagi hanya mengakumulasi modal tapi lebih dari itu, yaitu investasi. Dalam arti ini, kapitalisme tidak hanya bermakna konsumsi dan produksi belaka, tapi menabung dan menanam modal sehingga mendapatkan keuntungan berlipat dari sebuah usaha adalah usaha yang terus ditumbuhkan.
Debat pembangunan kapitalisme dalam konteks sistem dunia (E. Wallerstein) menambah kompleksitas proses kapitalisme sebagai raksasa ekonomi yang tak terelakkan. Debat lanjutan kapitalisme dalam konteks globalisme tidak cenderung menempatkan pada kekuatan sosialisme dan kapitalisme belaka melainkan relasi interdependen antar pelaku ekonomi yang justru meluas. Bahkan Anthony Giddens pernah menyatakan bahwa dinamika kapitalisme itu sendiri, industrialisasi, pengawasan dan kekuatan militer. Kapitalisme yang dijiwai oleh semangat mencari untung menjadi sumber dinamisme luar biasa, dan ketika bergandengan dengan industrialisme menghasilkan tahap global sekarang ini 
Ketergantungan mengacu pada suatu kondisi yang menunjukan adanya pengaruh dominan dari suatu kekuatan tertentu terhadap pihak lain
. Pemahaman ketergantungan dapat dicapai melalui indikasi sebagai berikut:
(1) Ketergantungan merupakan suatu kondisi yang didalamnya negara dibatasi oleh lingkungan internasional dengan cara menciptakan keterbelakangan atau menimbulkan efek pembangunan yang menyimpang dan tidak layak.

(2) Ketergantungan terjadi melalui pengaruh proses dua tahap yang terhubungkan melalui konsep kepentingan, eksploitasi internal dan eksternal sebagai suatu bentuk aspek interaktif hubungan sistemik. Ketergantungan merupakan fungsi kapitalisme internasional

(3) Ketergantungan ialah suatu kondisi dengan konsekuensi pembangunan yang selalu berada dalam keseimbangan negatif, walaupun dalam beberapa hal dapat berkonsekuensi positif.

(4) Ketergantungan dapat dipahami dengan tepat menurut prespektif historis, yakni suatu keadaan yang di dalamnya unsur-unsur internal dan eksternal dari ketergantungan yang saling berkaitan 

Post Program Monitoring merupakan salah satu dari beberapa opsi pascaprogram IMF yang sebelumnya sempat dikaji oleh pemerintah, yaitu memperpanjang program kerja sama dengan IMF, PPM, membayar lunas sekaligus seluruh utang kepada IMF atau sampai dengan kuota (batas minimal), dan opsi precautionary stand by arrangement (SBA), sesuai dengan ketentuan internal IMF, Indonesia harus masuk Post Program Monitoring karena merupakan mekanisme atau pola baku penghentian program kerjasama (exit strategy) yang diberlakukan IMF untuk negara-negara yang mempunyai pinjaman lebih dari 100 persen dari kuota. PPM berarti IMF akan melakukan review dua kali dalam setahun, tetapi tidak mengikat seperti sekarang ini. PPM tersebut akan diberlakukan sampai dengan jumlah utang mencapai kuota dan apabila sudah berkurang dari jumlah kuota, maka tidak akan diberlakukan lagi. Pemilihan opsi ini terutama disebabkan oleh keyakinan sebagai teknokrat ekonomi Indonesia bahwa untuk menjalankan perekonomian dengan baik, Indonesia memerlukan stempel kredibilitas dari IMF, walaupun pada kenyataannya Malaysia keluar dari krisis tanpa IMF.

E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, para peneliti dapat menggunakan berbagai macam metode dan rancangan. Keputusan mengenai rancangan apa yang akan dipakai akan tergantung pada tujuan penelitian, sifat masalah yang akan digarap dan berbagi alternatif yang mungkin digunakan. Apabila tujuan penelitian telah dispesifikasi, maka penelitian itu telah mempunyai ruang lingkup dan arah yang jelas, dan karenanya perhatian dapat diarahkan pada “target area” yang terbatas. Selanjutnya sifat masalah akan memainkan peranan utama dalam menentukan pendekatan yang sesuai, yang selanjutnya akan menemukan rancangan penelitiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
-analitik.
Dalam penelitian ini metode deskriptif-analitik digunakan untuk menggambarkan pengaruh kapitalisme global terhadap ketergantungan Indonesia kepada IMF setelah berakhirnya krisis ekonomi.
2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, studi ini berupaya untuk memperoleh data-data dan informasi sekunder yang relevan dengan penelitian. Studi kepustakaan atau studi literatur selain diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian tersebut telah berkembang. 

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti didapat dari buku-buku, jurnal, majalah, dokumen, dan lain-lain. Seperti wawancara dengan ahli yang memiliki kompetensi dibidangnya serta memanfaatkan internet untuk mendapatkan data tertulis yang didokumentasikan.
F. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data dan informasi dibeberapa perpustakaan yaitu:

1. Perpustakaan Center for strategic and International studies (CSIS), Jl. Tanah Abang 3, Jakarta
2. Perpustakaan FISIP Unpas, Jl. Lengkong tengah Bandung
3. Perpustakaan Unpar, Jl. Cieumbeleuit Bandung

4. Perpustakaan Unpad, Jl Dipatiukur Bandung

5. Perpustakaan FISIP Unpad, Jl Raya Jatinangor

6. Perpustakaan HI Unpad, Jl Raya Jatinangor
1.6.1. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan sejak Maret 2006 sampai dengan Juli 2006, pengajuan proposal skripsi dilakukan pada awal Mei 2006, dan penelitian ini selesai tepat pada waktunya, penulis melaksanakan Seminar Draft pada awal bulan Agustus 2006 dan Sidang Skripsi pada akhir Agustus 2006.
1.7. Pembabakan Skripsi

Pembabakan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, Yaitu:

1. BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, Identifikasi Masalah, Pembatasan masalah, perumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran terdiri dari Pendekatan, Kerangka Konseptual, Hipotesis, dan Operasionalisasi Variabel, Metodologi Penelitian, dan Teknik Pengumpulan Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

2. BAB II adalah Obyek Penelitian Variabel Bebas  yang akan memaparkan referensi konseptual dan teoritis dari studi Hubungan Internasional yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini serta Pengaruh Kapitalisme Global terhadap ketergantungan Indonesia kepada IMF.
3. BAB III adalah Obyek Penelitian Variabel Terikat yang akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan IMF, Program IMF di Indonesia dan opsi PPM serta pengaruhnya yang dominan dari Kapitalisme Global. Selain itu akan dijelaskan mengenai Indonesia sebagai sebuah negara di dunia terutama mengenai kondisi perekonomiannya setelah penghentian kerjasama dengan IMF.
4. BAB IV adalah Verifikasi Data dan Analisa yang akan membahas mengenai ketergantungan Indonesia kepada IMF bahkan setelah diambilnya kebijakan penghentian kerjasama dalam bentuk PPM dan dalam kaitanya dengan pengaruh besar dari Kapitalisme Global yang  terjadi
5. BAB V adalah Kesimpulan dan saran yang merupakan bab penutup yang berisi ringkasan penelitian, kesimpulan penelitian, serta apakah hipotesis yang diajukan terbukti atau tidak, termasuk juga temuan-temuan yang didapat dari penelitian ini. Selanjutnya Bab ini juga membuat saran-saran bagi Penstudi lainnya yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini.      
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